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PE JABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
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EGAN HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bah - a untuk akscu.J.a.~.a. Pasal 320 Undang-
n Nomor ahu 2014 ten tang Pemerintaban Daerah 

e bagai ela h d i ba be er kali r khir dengan 
n -Undang m r 9 a un 2015 tenta g Perubahan 

ed Ata Undang-Undang Nom or 23 Tahun 20 14 tentang 

Pemerinta an Daerah dan kete tuan Pasal 11 eraturan 

aerab Ka bu aten Tasikmalay Nomor 1 Tahun 2020 ten tang 
Pertang 
Belanja 

ngjawaban e a sanaan A gg an Pen a patan dan 
erah Kabupaten Sl alaya Tah Anggaran 2020, 

perl m mb nt k Peratu an Bu ti n t g Penjabaran 
Peltanggu gjawaban elak ana an Anggaran Pen dapatan dan 

elanja D e ah Tahun Anggaran 2020 ; 

Undang-Un n No or 14 Tahun 19 0 ntang Pemben
t kan Daerah-Daerah Ka bupaten alam Lingkungan 

opm . Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 
1950) baga ·mana t ah d·u bah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerab Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 ten tang Perubahan Keempat Atas Un dang
Undang omor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 
4999); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba s dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lem baran Negara Republik In donesia 

omor 4286); 

5 . 

6. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nom or 5, Tambahan Lembaran 

Negara Rep blik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang omor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemer·k saan Pengelolaan dan Tanggungjawa b Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 
Nom or 66, Tambaha n Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Nom or 4400); 

7. Undang-Un dang Nomor 25 Tahun 20 04 ten tang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Na sional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Un dang Nomor 30 Tahu n 20 14 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Pera turan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu angan Badan Layanan Umu m (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 tenta ng Perubahan Atas 
Peraturan Pemerin tah Nomor 23 Ta h u n 2005 tentang 
Penge olaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik In don esia Tahu n 20 12 Nomor 171, 
Tambah an Lembara n Negara Nomor 5340); 

14 . Pera turan Pemerin tah Nom or 56 Tahun 2005 ten tang 

Sis tem In formasi Keuangan Daerah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , 
sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Pera turan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepa da Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerinta h Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2012 
Nomor 5, Tambahan Lem baran Negara Republik In donesia 
Nomor 5272); 

19. Pera uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang 
Pengelolaan Ba rang Milik Nega raj Daerah (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahun 20 14 Nomor 92, 
Tamba h an Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533), sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemer i tah Nomor 28 Tahun 2020 ten ta ng Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDa erah (Lembaran 
Negar Repu blik Indon esia Tah u n 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indon esia Nomor 
6523) ; 

20 . Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pera tura n Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
20 14 tentan g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon esia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahu n 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

24. Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Ta hun 20 19 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahu 2 019 Nomor 42, Tambahan Lem baran 
Negara Republik In donesia Nomor 6322) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 9 tentang 

Laporan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323) ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penera pan Standar Akuntansi Pem erintahan 
Berbasis Akrual pa da Pemerin ah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1425); 

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
ten tang Pedoman Evalua s i Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggun gjawaban P laksanaan Anggaran 
Pend a patan dan Belanja Da erah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Da erah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksana a n An ggaran Pen da patan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Repu blik In don esia Tahun 20 17 Nomor 450) ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Ta ta Cara Perh itu ngan, Penganggaran dalam 
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partaim Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630); 

29 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 4); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 7) , sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ; 

32 . Peraturan Daerah Ka bupa en Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ta s ikmalaya Tahun Anggaran 20 21 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3) ; 

33. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lernbaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4 ); 

MEMUTUSKAN: 

Meneta pkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJ ABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATA DAN BE LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020 . 

Pas al 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

1. Pen da patan 

a. Pen dap an Asli Daerah 

b . Da n a Perim bangan 
c. Lain-lain Penda pata n yang Sah 

Jum lah Pendapa ta n 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langs ng 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 

Rp305.887 .233.378,4 7 
Rp 2.001.46 4 .11 8.53 1,00 

Rp 1.285 .88 0 .656.44 2 ,00 
Rp3. 59 3 .232.008 .35 1,4 7 

Rp 1.255.770.646.175,00 

Rp -
Rp -
Rp170.518.750.000,OO 
Rp17.549.102 .582,OO 
Rp9 .024.599.000,OO 
Rp708.612.426 .120,00 
Rp89.770.961.269 ,00 

Rp2 .251.246.485.146,00 

Rp176.993.966.122 ,OO 
Rp692 .088.685.806,69 



3) Belanja Modal 
Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surflus/Defisit 

3 . Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Pa .... a12 

Rp567.241.060.116,OO 
Rpl.436.323.712.044 ,69 
Rp3 .687.570.197.190,69 
Rp(94 .338.188.839,22) 

Rp215.110.501.718 ,18 
Rp2 .974.773.900,OO 
Rp212.135.727.818,18 

Rp 17 .7 7 .53 .978,96 
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RingkaRF~. a poran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud daI r a sal 1 

terca L ·u.m. dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkal da am 

Peratura n Bupati ini. 

Pasa1 3 

Ringka snn taporan realisasi a ggaran .. ebagalmana dil'Y!B.k~~J rl dalam P sal 2 
dir in ci lebib lal1Jut ke dalam p vnjabaran la poran r alisasi anngsrr-lD seb ga iman a 
tercantuI·. dal Lampiran II yang m eru akan ba ian ndak te rpisahka dalam 
Peraturan Bupati ' ' . 

Pa sal 

Peraturan Bupati ini mulai ber a k u pad&. ta nggal eli Lang ~n, 

Agar set.i.a p ora.ng m en geta h uinya , meln erinta.l 'fi pen n 5 Peraturan 
Bupati i i dengan pcn emp'" t nya dalam Berita Dacra h Kabu a ten Tasikrnalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pad a tanggal 6 Okto~or 202 1 

IS DAERAH 
ASIKMALAYA, 

Dit tapkan di Singapa rna 

pacta tanggal 6 Okto'l- cr 2021 

~ ,., 
~ BUP-ATI T .. ~ IKMALAY A, 

;} ~" 

f 
\\ ~ 

2021 NOMOR 96 


